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Skripsi ini adalah merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Analisis 

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap produk UMKM tanpa sertifikat halal MUI di Surabaya”. 

Penelitian ini menjawab pertanyaan analisis hukum Islam terhadap produk 

UMKM tanpa sertifikat halal MUI Jawa Timur di Surabaya dan Analisis 

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap 

produk UMKM tanpa sertifikat halal MUI jawa timur di Surabaya. 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir 

deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis menggunakan hukum 

Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, produk UMKM di 

Surabaya  yang tidak ada sertifikat halal atau menggunakan tanda halal yang 

bukan berasal dari MUI, masih diragukan kehalalannya. Karena belum ada proses 

penelitian yang dilakukan lembaga yang mempunyai otoritas penetapan 

kehalalan produk yakni LPPOM MUI. Produk UMKM di Surabaya yang masih 

diragukan kehalalannya dapat dikategorikan masuk dalam wilayah shubhat. 
Sesuai ijtima’ komisi fatwa majlis ulama Indonesia, produk pangan, obat, dan 

kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan 

kehalalan. Karena setiap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang 

dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah shubhat. 
Sedangkan yang kedua, di dalam  undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf h mengatur bahwa  “pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 

halal yang dicantumkan dalam label”. Majlis ulama Indonesia melalui LPPOM 

MUI telah menyediakan layanan via SMS untuk mengetahui produk yang telah 

bersertifikat halal. Terhadap produk yang bertanda halal tetapi tidak bersertifikat 

halal MUI maka dalam hal pengawasan akan ditegur dan dibina oleh Badan Pom. 

Dari hasil penelitian tersebut, maka seharusnya pelaku usaha, baik 

UMKM atau perusahaan berskala besar untuk melaksanakan sertifikasi halal  dan 

tidak berbuat curang terhadap sertifikat halal yang sudah diterimanya, dan bagi 

konsumen juga harus berhati-hati dalam memilih produk makanan atau minuman 

yang akan dikonsumsi agar terhindar dari produk-produk yang haram atau 

berbahaya.  


